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. Pemakzulan Jokowi
Harus Disegerakan

Jakarta, MIMBAR - Gerakan pemakzulan Presiden Joko Widodo alias
Jokowi yang disuarakan kelompok petisi 100 harus disegerakan.
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Hasto Yakini

UII: Indonesia Darurat Akan Diikuti

Kenegarawanan

Jakarta, MIMBAR - Civitas akademika Universitas
Islam Indonesia (UII), Yogyakarta mendesak Presiden
Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali jadi teladan dalam
etika dan praktik kenegarawanan. Jokowi diminta tidak
memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi
kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada
salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden di
Pilpres 2024.

Desakan itu disampaikan melalui pernyataan
sikap ‘Indonesia Darurat Kenegarawanan’ yang juga
memuat sejumlah tuntutan lain untuk Jokowi dan
pemerintahannya.
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Kampus Lain

SEKRETARIS Jenderal
(Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto

meyakini ‘Petisi Bulaksumur’ yang
dibuat sivitas akademika Universitas
Gadjah Mada (UGM) yang berisi
kritik kepada Presiden Joko Widodo

(Jokowt) bakal diikuti perguruan
tinggi lainnya.

Menurutnya, sikap sivitas UGM

berasal dari pencermatan atas
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AWHIN FUL

ILU BURAN

JINASTI

Meskipun sejumlah pihak menilai
“cost” pemakzulan Jokowi ini terlalu
besar karena saat ini Indonesia akan
menyelenggarakan pemilihan umum
(Pemilu). Menurut mantan Jurubicara
Presiden ke-4 RI Abdurrahman
Wahid alias Gus Dur, Adhie
Massardi, jika pemilu tetap berjalan
tanpa mengindahkan petisi 100 maka
biayanya akan lebih mahal.

“Siapa yang menjamin tidak akan
chaos setelah pemilu?” kata Adhie saat
menjadi pembicara dalam Sarasehan

B Bersambung ke Hal 11

KAMPANYE AKBAR DI DELI SERDANG, SUMUT

Suara Perubahan Tak Terbendung

“Sumatera Utara adalah salah satu provinsi penentu, bila di
Sumatera Utara perubahan menang, maka nasional insyaallah kita
akan menang,” kata Anies di lokasi acara.

Untuk meraih kemenangan itu, Anies meminta pendukungnya
untuk mengajak orang lain memilih nomor satu di pemilihan

Ribuan massa memadati Kampanye Akbar Calon presiden
nomor urut satu, Anies Baswedan di Lapangan Reformasi, Deli
Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (1/2). Suara-suara
‘perubahan’ tak terbendung, terdengar bersahut-sahutan 1.

Saat kampanye, Anies menyebut kemenangan di Sumut akan

mempengaruhi kemenangan di tingkat nasional.
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Hidayah on
Catatan Malaikat

Oleh Dr A Rasyid, MA

SEMUA kita mengaku muslim
percaya dengan dua malaikat
yang senantiasa merekam jejak
perbuatan baik dan buruk kita
selama hidup di dunia ini.
Malaikat itu disebut dengan
malaikat Raqib bertugas
mencatat amal baik dan malaikat
Atid mencatat amal buruk.

Dasar umat muslim mempercayai kedua malaikat
bertugas pencatat amal baik dan buruk itu karena
tertuang di dalam Alquran Surat Qaf ayat 18 Artinya:
“Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada
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presiden nanti.
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Dipersulit di Bandara

Kualanamu

CALON Presiden (Capres) RI Anies Rasyid Baswedan
dan Ketua Umum DPP Partai NasDem beserta rombongan

maupun para penjemput dipersulit keluar pintu utama umum

oleh petugas Bandara Kualanamu, Kabupaten Deliserdang,
Sumatera Utara, Kamis (1/2).
Sebab, saat Capres Anies beserta rombongan turun

Prediksi Pengamat Asing Jika Prabowo Menang Pilpres 2024

Pemerintahan Tanpa Oposisi

PENGAMAT kajian
politik dan keamanan
internasional dari
Universitas Murdoch,
lan Wilson, memprediksi
masa depan Indonesia
jika Prabowo Subianto
menang di pemilihan
presiden (Pilpres) 2024.

Pendapat dia dituliskan dalam
opini bertajuk “An election to
end all election?” yang dirilis
di situs Fulcrum pada Selasa
(30/1). Situs ini terafiliasi dengan
lembaga think tank ISEAS, Yusof
Ishak Institute.

“Jika Prabowo dapat
mempertahankan popularitasnya
seperti yang dilakukan Jokowi,
ia mungkin akan merasa
berani untuk menunjukkan
kekuatan otoriternya dan sekali
lagi mendorong pembatalan
amandemen konstitusi pasca
tahun 1999 dan diakhirinya
pemilihan langsung,” Wilson

memaparkan dalam tulisannya.
Pemilu dengan sistem propor-
sional tertutup sempat menjadi
perbincangan publik pada Mei
2023. Ketika itu, Mahkamah
Konstitusi (MK) disebut-
sebut akan mengembalikan
penerapan sistem proporsional
tertutup dalam pemilu, terutama
pemilihan kepala daerah. Namun,
wacana ini ditolak banyak pihak
termasuk delapan fraksi partai
politik di DPR.

Hanya PDIP yang tak
ikut serta menolak sistem
proporsional tertutup. Sistem
proporsional tertutup adalah
sistem pemilihan yang
memungkinkan rakyat memilih
partai. Namun, warga tak bisa
memilih wakil rakyat secara
personal. Partai pimpinan
Prabowo, Gerindra, menolak
arah reformasi
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dari pesawat dan berlanjut untuk keluar, pintu utama dari
ruangan VIP menuju umum ternyata tidak bisa terbuka
karena dikunci oleh petugas.
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__LUAR NEGERI__

Israel Makin
Membabi-buta

Medan, MIMBAR - Militer Israel
pada Rabu (31/1) menyerang halaman
Rumah Sakit Al-Amal yang berafiliasi
dengan Bulan Sabit Merah Palestina
(PRCS) di Kota Khan Younis, Jalur
Gaza Selatan, usai mengepungnya
selama 10 hari.

“Pasukan pendudukan saat ini
menyerbu halaman Rumah Sakit
Al-Amal dan berjaga di depan pintu
gerbang luar penerima tamu dan
UGD. Mereka juga melepaskan
banyak tembakan,” kata pihak Bulan
Sabit Merah di X. “Kendati terjadi
pemboman dan penembakan, tim medis
di Rumah Sakit Al-Amal PRCS di
Khan Younis masih terus merawat
korban luka dan pasien,” katanya
menambahkan.
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Dari Halaman 1

“Hari ini rumah sakit menerima tujuh korban
tewas, termasuk satu staf PRCS, dan merawat
sembilan korban luka. Pengepungan dan penarg-
etan sudah berlangsung selama sepuluh hari bertu-
rut-turut.” Israel meluncurkan serangan membabi
buta terhadap Jalur Gaza menyusul serangan yang
dilakukan kelompok Palestina Hamas pada 7 Ok-
tober yang telah menewaskan sedikitnya 26.900
warga Palestina dan melukai
65.949 orang lainnya.

Sementara itu, hampir 1.200
warga Israel diyakini tewas
dalam serangan Hamas tersebut.
Agresi Israel telah menyebabkan
85 persen penduduk Gaza men-
gungsi di tengah krisis makanan,
air bersih serta obat-obatan, den-
gan 60 persen infrastruktur di
wilayah kantong tersebut rusak
ataupun hancur.

LANGGAR HUKUM
INTERNASIONAL
Penyerangan terhadap ru-
mah sakit jelas merupakan pel-

Israel Makin...

anggaran terhadap hukum internasional, tegas
juru bicara PBB Stephane Dujarric pada Rabu
(31/1/2024).

Pernyataan ini disampaikan setelah militer Is-
rael menyerbu sebuah rumah sakit di Tepi Barat
dan menewaskan tiga warga Palestina.

“Rumah sakit harus dilindungi dengan cara
apa pun dan pelanggaran terhadap rumah sakit
merupakan pelanggaran terhadap hukum interna-
sional”, katanya.

“Kami juga menentang semua jenis pembunu-
han di luar proses hukum,” kata Dujarric kepada
awak media.

Dia menekankan bahwa rumah sakit telah di-
gunakan sebagai “titik konflik.” Pernyataan itu
disampaikan sehari setelah pasukan keamanan
Israel menyerbu sebuah rumah sakit di Kota Jenin.

Dalam unggahan video yang viral di X, tentara
Israel terlihat menodongkan senjata dan meneror
staf dan juga pasien di rumah sakit tersebut. Se-
orang tentara berpakaian hitam
terlihat memaksa seorang warga
Palestina untuk berlutut sambil
mengangkat tangan.

Berbagai kelompok Palestina
di Kota Jenin menyerukan aksi
mogok massal guna memprotes
pembunuhan terhadap warga
Palestina. Situasi di Tepi Barat
semakin memanas sejak perang
antara kelompok Palestina dan
Isracl di Gaza meletus pada 7
Oktober 2023. Menurut Kemen-
terian Kesehatan Palestina, lebih
dari 380 warga Palestina dibunuh
pasukan Israel di Tepi Barat dan
4.000 orang lebih terluka.(rep/js)

Pemakzulan Jokowi...

Dari Halaman 1

Petisi 100 dengan tema “Lengserkan Joko
Widodo Segera: Rakyat Siap Melawan Politik
Dinasti dan Pemilu Curang”, di Hotel Balairung,
Jalan Matraman Raya, Jakarta Pusat, Kamis
172).

Adhie Massardi yang saat ini masuk dalam
Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin
(Timnas Amin) menyebut, Pemilu 2024 adalah
yang paling buruk dalam sejarah.

Pasalnya, kecurangan sudah terjadi di
Mahkamah Konstitusi (MK) yang notabene in-
stitusi yang bertugas menyelesaikan sengketa
pemilu.

“Itu sebabnya saya meyakini kalau pemilu ini
berjalan dengan cawe-cawe yang luar biasa , end-
ingnya pasti chaos,” tegas Adhie Massardi.

“Lalu ada pertanyaan pemilu kan sudah ter-
jadwal, sudah diatur oleh konstitusi, iya, dia akan
tetap berjalan dengan atau tanpa Jokowi. Kan
masih ada KH Maruf yang bisa menjadi pelaksana
penanggung jawab? jadi nggak ada masalah,” tan-

Dari Halaman 1

Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor
UII, Fathul Wahid itu menyoroti perkembangan
politik nasional yang dianggap makin memper-
tontonkan penyalahgunaan kewenangan tanpa
malu-malu, dan kekuasaan untuk kepentingan
politik praktis sekelompok golongan dengan
mengerahkan sumber daya negara.

“Demokrasi Indonesia kian tergerus dan men-
galami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk
dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” ujar
Fathul.

“Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran
Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden
yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konsti-
tusi No. 90/PUU-XX1/2023,” sambungnya.

Belum lagi soal proses pengambilan keputusan
tersebut yang sarat dengan intervensi politik dan
dinyatakan terbukti melanggar etika, hingga me-
nyebabkan Ketua MK, Anwar Usman diberhen-
tikan.

Civitas akademika UII menilai gejala ini kian
jelas ke permukaan saat Jokowi menyebut pres-
iden boleh berkampanye dan berpihak, sehingga
menyatakan ketidaknetralan institusi.

“Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan
sosial melalui pembagian beras dan bantuan lang-
sung tunai (BLT) oleh Presiden Joko Widodo juga
ditengarai sarat dengan nuansa politik praktis yang
diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan
terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil
presiden tertentu,” bunyi pernyataan sikap itu.

Selain itu, mereka melihat adanya indikasi mo-
bilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukun-
gan terhadap pasangan calon tertentu yang tentu-
nya melanggar hukum sekaligus konstitusi.

“Situasi di atas menjadi bukti, Indonesia se-

dasnya.

MAHASISWA UBK BERGERAK
Sebelumnya, puluhan mahasiswa di depan
Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Ba-
waslu) R1, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Men-
teng, Jakarta Pusat, Rabu (31/1).

Beberapa massa aksi tampak membentangkan
spanduk panjang bertuliskan “UBK Bergerak
Makzulkan Jokowi!”, diikuti tanda pagar #Ne-
tralitasPejabatPublik.

Dalam situasi itu, massa aksi juga membakar
beberapa ban motor tepat di depan pintu gerbang
masuk pimpinan Bawaslu RI.

Sementara sang orator menyampaikan aspiras-
inya terkait dugaan pelanggaran netralitas pejabat
negara yang dilakukan Presiden Jokowi, khususn-
ya di masa kampanye Pemilu Serentak 2024,

“Pejabat-pejabat publik yang ikut campur tan-
gan dalam proses demokrasi. Padahal aturan su-
dah jelas, tidak boleh seorang pejabat publik dapat
berkampanye,” ujar salah satu orator.

Selain itu, sang orator juga menilai pejabat

Ull: Indonesia...

dang mengalami darurat kenegarawanan yang
bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan
demokrasi,” kata Fathul.

Maka dari itu, UII pun menyampaikan sejum-
lah tuntutannya. Pertama, mendesak Jokowi untuk
kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik
kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan in-
stitusi kepresidenan guna memenuhi kepentingan
politik keluarga melalui keberpihakan pada salah
satu pasangan calon presiden-wakil presiden.

Presiden harus bersikap netral, adil, dan menja-
di pemimpin bagi semua kelompok dan golongan,
bukan untuk sebagian kelompok.

“Kedua, menuntut Presiden Joko Widodo
beserta semua aparatur pemerintahan untuk ber-
henti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak
mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber
daya negara untuk kepentingan politik praktis,
termasuk salah satunya dengan tidak melakukan
politisasi dan personalisasi bantuan sosial,” ujar
Fathul.

Ketiga, menyerukan agar DPR aktif melaku-
kan fungsi pengawasan, memastikan pemerinta-
han berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum,
serta tidak membajak demokrasi yang mengabai-
kan kepentingan dan masa depan bangsa.

“Empat, mendorong calon presiden, calon
wakil presiden, para menteri dan kepala dae-
rah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye
salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan
diri dari jabatannya, guna menghindari konflik
kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa
dan negara,” katanya.

Selanjutnya, mengajak masyarakat Indonesia
untuk terlibat memastikan pemilihan umum berja-
lan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya
pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat
berbasis penghormatan suara rakyat.

Terakhir, meminta seluruh elemen bangsa un-

publik tidak bisa mengikuti kampanye jika masih
menduduki jabatannya.

“Di mana, pejabat publik harus mundur jika
ingin berkampanye,” tegasnya.

Oleh karena itu, para massa aksi memprotes
pernyataan Jokowi yang menyebut seorang pres-
iden boleh kampanye dan berpihak. Sehingga,
mereka meminta Bawaslu menjatuhkan sanksi
kepada Jokowi yang menurutnya menggunakan
fasilitas negara.

“Kami meminta Bawaslu menegur secara te-
gas pejabat publik terutama Presiden Jokowi yang
ternyata salah, melanggar aturan-aturan kita kare-
na menggunakan fasilitas negara,” demikian ora-
tor dari UBK menyampaikan aspirasinya meng-
gunakan speaker.

Dugaan penggunaan fasilitas negara oleh
Jokowi terekam saat melakukan kunjungan ke Sa-
latiga, Jawa Tengah. Di mana, Presiden ketujuh RI
itu mengacungkan dua jari dari atas mobil kepres-
idenan. Padahal saat itu Jokowi tengah melakukan
kunjungan kerja ke sejumlah tempat di Salatiga.
(rm/js)

tuk bersama-sama merawat cita-cita kemerdekaan
dengan memperjuangkan terwujudnya iklim
demokrasi yang sehat.

PETISI BULAKSUMUR UGM

Sebelumnya, sejumlah civitas akademika Uni-
vesitas Gadjah Mada (UGM) mengkritik Jokowi
yang dianggap telah melakukan tindakan-tinda-
kan menyimpang di tengah proses penyeleng-
garaan negara. Dalam ‘Petisi Bulaksumur’ yang
dibacakan, mereka menyatakan telah mencermati
dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional
selama beberapa waktu terakhir.

Dengan mengingat dan memperhatikan nilai-
nilai Pancasila serta jati diri UGM, mereka meny-
ampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan
menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokra-
si, kerakyatan, dan keadilan sosial oleh sejumlah
penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan meny-
impang yang justru terjadi dalam masa pemerinta-
han Presiden Joko Widodo yang juga merupakan
bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah
Mada,” bunyi Petisi Bulaksumur yang dibacakan
Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro,
di Balairung, Rabu (31/1).

Petisi tersebut dibacakan Koentjoro yang did-
ampingi sejumlah guru besar lain dari UGM serta
Ketua BEM KM Gielbran M. Noor dalam acara
Mimbar Akademik: Menjaga Demokrasi oleh
akademisi UGM.

Adapun beberapa penyimpangan yang dising-
gung dalam petisi tersebut antara lain soal pel-
anggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK);
keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses
demokrasi perwakilan yang sedang bergulir; serta
pernyataan kontradiktif Presiden tentang keter-
libatan pejabat publik dalam kampanye politik
antara netralitas dan keberpihakan.(cnni/js)

Pemerintahan Tanpa...

Dari Halaman 1

yang bersifat liberal demokratis, demikian menu-
rut Wilson.

Gerindra, kata dia, menghendaki pengembalian
sistem berdasarkan UUD 1945 versi asli.

Menurut jurnal di situs Cambridge.org, UUD
1945 yang asli dibentuk hanya oleh segelintir elite
dalam lembaga yang didirikan kekuasaan pen-
dudukan Jepang pada 1945.

“Ini berarti pembatalan amandemen konstitusi
yang dibuat antara tahun 1999-2002 yang men-
dukung pemilu demokratis, perlindungan hak
asasi manusia, dan batasan masa jabatan presiden
(dua periode lima tahun),” ujar Wilson.

Pengamat politik ini juga menyinggung rekam
jejak Prabowo pada 2014. Di tahun tersebut, kata
Wilson, ketum Gerindra ini memimpin koalisi
parlemen multi-partai yang mengesahkan RUU
Pilkada.

Proses pengesahan UU itu berlangsung alot
sehingga harus melalui pemungutan suara. Koal-
isi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih
(KMP) mendukung produk hukum tersebut.

KMP di parlemen terdiri dari 73 anggota fraksi
Golkar, 55 anggota fraksi PKS, 44 anggota fraksi
PAN, 32 anggota fraksi PPP, dan 22 anggota fraksi
PAN.

UU itu memungkinkan kepala daerah termas-
uk gubernur ditunjuk parlemen atau seperti sebe-
lum 2005.

Sementara itu, koalisi Jokowi-Jusuf Kalla saat

itu tetap mendukung Pilkada langsung yang dip-
ilih rakyat.

Wilson memandang perseteruan tersebut jus-
tru menyatukan tujuan faksi-faksi yang berusaha
mengikis kemajuan demokrasi pasca-reformasi.
Kondisi ini kian parah dengan ambisi Jokowi
mengkonsolidasikan dan melanggengkan warisan
dia.

Di pilpres kali ini, Prabowo memilih anak Pres-
iden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Gibran
Rakabuming Raka, mendampingi dia sebagai
calon wakil presiden.

Gibran bisa melenggang menjadi cawapres
usai Mahkamah Konstitusi yang dipimpin paman
dia, Anwar Usman, melonggarkan syarat usia
minimum calon presiden dan cawapres, yaitu 40
tahun.

Para hakim membuat pengecualian yang me-
mungkinkan bahwa seseorang di bawah 40 tahun
bisa maju jadi capres atau cawapres dengan syarat
minimal masih dan pernah menjadi kepala daerah.

Selain itu, pada 2023 lalu MPR dan DPR me-
nyerukan agar MPR diangkat menjadi lembaga
eksekutif tertinggi.

Wilson juga mengutip pernyataan Ketua DPD
La Nyalla Mattalitti yang menyampaikan pilpres
langsung menghancurkan kohesi nasional. Menu-
rut dia, ini harus diganti dengan pilpres tak lang-
sung oleh MPR seperti masa Orde Baru.

Di tengah kemelut itu, wakil ketua Gerindra,
Habiburokhman mengatakan, usulan MPR dan
DPR untuk kembali ke UUD pra-reformasi akan

ditinjau kembali usai pemerintahan baru terben-
tuk.

Wilson juga memprediksi di masa kepreside-
nan Prabowo bisa jadi tanpa oposisi.

“Di masa kepresidenan Prabowo, mungkin
terdapat perluasan pendekatan pemerintahan yang
‘tanpa oposisi’, yang dibingkai oleh kiasan na-
sionalis yang menjaga persatuan,” kata dia.

Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo-
Gibran menjadi pasangan calon capres-cawapres
di pilpres kali ini. Partai yang tergabung di koalisi
ini yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PSI, PAN,
PBB, dan Partai Gelora.

Pemerintahan tanpa oposisi juga terjadi di era
Jokowi. Dia mengangkat Prabowo, yang sebe-
lumnya menjadi lawan di Pilpres 2019, menjadi
menteri pertahanan.

Langkah itu, lanjut Wilson, untuk menghilang-
kan oposisi di parlemen dan membatasi muncul
basis kekuatan yang saling bersaing.

Kondisi tersebut tak ditunjukkan secara terang-
terangan, tetapi melalui koalisi dan negosiasi antar
elite.

Di sisi lain, Prabowo pernah mengatakan in-
gin melibatkan “semua pihak” mana pun dalam
pemerintahan di masa depan.

Wilson menilai dalam skenario semacam itu
proses inti demokrasi seperti pemilu bisa diperta-
hankan, meski dalam skala yang lebih kecil.

“Namun, potensi untuk menghasilkan peruba-
han substantif sebagian besar hilang,” ungkap dia.
(cnni/js)

Dipersulit di...
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Melihat pintu keluar dikunci, sejumlah pihak, baik dari rom-
bongan Anies dan pimpinan tiga partai pendukung yakni Partai
NasDem, PKS dan PKB, mencoba memanggil petugas bandara.

"Petugas, petugas, mana ini pintunya kenapa dikunci. Mana ini
pimpinan Avsecnya, tolong dulu dibuka," sebut Ketua DPP Par-
tai NasDem Wilayah Sumatera 1 (Sumut-Aceh), Bakhtiar Ahmad
Sibarani.

Namun beberapa kali petugas bandara dipanggil, mereka men-
yatakan pintu sengaja dikunci oleh pimpinannya. Sebab petugas
bandara menyuruh agar rombongan Anies naik bus yang disedia-
kan untuk keluar dari bandara.

Hal itu disinyalir agar capres Anies Baswedan dan rombongan
tidak bisa menemui massa yang sudah beberapa jam menunggu di
pintu keluar bandara.

Mendengar ucapan salah seorang petugas tersebut, membuat
para pimpinan partai baik tingkat pusat maupun wilayah Sumut
semakin emosi.

Bahkan mantan Gubsu yang saat ini juga menjabat Ketua Tim
Pemenangan Daerah (TPD) Anies-Muhaimin (AMIN), Edy Rah-
mayadi juga ikut turun tangan.

"Mana ini petugasnya, tolong buka pintunya. Sudah tidak benar
kalian ini dan berlebihan namanya ini. Bandara ini fasilitas negara
dan umum lho, kenapa kalian buat begini saat kedatangan Capres
kami (Anies)," kata Edy Rahmayadi dan Bakhtiar Sibarani secara
bergantian menemui sejumlah petugas bandara.

Ada hampir setengah jam capres Anies dan rombongan beserta
penjemput tidak bisa keluar akibat pintu terkunci. Sehingga hal itu
membuat emosi para penjemput rombongan capres Anies.

Beruntung para penjemput yang dikoordinir masing-masing
pimpinan partai tidak sampai terpancing membuat kegaduhan.

"Tolong kita jangan terpancing, sehingga bisa saja ini yang mau
mereka," sebut sejumlah pimpinan partai.

Petugas bandara dengan dicari dan dijemput sejumlah pimpinan
partai diantaranya Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar ST akh-
irnya datang membawa kunci. Mereka langsung memerintahkan
petugas tersebut agar segera membuat pintu. (A-06)

Suara Perubahan...
Dari Halaman 1

“Tugas dari semua yang hadir di sini, tugas sama-sama hadir di
sini, kita di sini membawa harapan, bukan mengharapkan bayaran,”
sebut Anies.

“Karena itu kita punya tugas bersama, 14 hari lagi, setiap kita
mengajak sepuluh orang untuk memilih nomor satu,” sambungnya.
Anies kemudian meminta pendukungnya untuk ikut mengawasi
TPS. Dia menyebut pengawasan itu dilakukan agar suara AMIN
tidak hilang.

“Hadir di TPS ajak sepuluh orang, dan selesai pemungutan jam
1, semua kembali ke TPS ikut mengawasi jalannya penghitungan
suara. Kita tidak ingin suara pro perubahan bisa hilang, demokrasi
harus kita jaga sama-sama,” jelasnya. (RA-10)

Hasto Yakini..
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berbagai tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokra-
si belakangan ini. “Universitas Gadjah Mada pun telah menyam-
paikan sikap di tempat yang sangat keramat, sangat penting sebagai
simbol Gadjah Mada yaitu Balairung. Ini kami yakini akan diikuti
oleh perguruan tinggi yang lain,” kata Hasto di kantor DPP PDIP,
Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Ia mengatakan, tindakan menyimpang itu salah satunya ditandai
dengan pernyataan Jokowi yang mengatakan presiden boleh memi-
hak dan kampanye di pilpres. Jokowi merujuk pada Pasal 299 dan
Pasal 281 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Hasto berpendapat, kondisi itu membawa demokrasi Indonesia
dalam titik kritis, sehingga mendorong para guru bangsa untuk turun
gunung. Hasto pun meminta Jokowi bisa menunjukkan keteladanan.
Ia mempersilakan Jokowi secara pribadi mendukung Prabowo Sub-
ianto-Gibran Rakabuming Raka, tetapi tidak lewat cara-cara yang
bertentangan dengan demokrasi.

“Pak Jokowi mau mendukung Pak Prabowo-Gibran monggo,
tetapi jangan gunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai
demokrasi itu sendiri,” ucapnya.(cnni/js)
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Catatan Malaikat
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di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat).”

Ada juga yang menyebut bahwa malaikat Raqib Atid atau
malaikat pencatat amal manusia diberi gelar ‘al-Kiram al-
Katibun’ atau ‘Kiraaman Kaatibiin’. Sesuai yang tercatat dalam
Surat Al-Infithar ayat 10-12: Artinya: “Sesungguhnya bagi kamu
ada (malaikat-malaikat) pengawas yang mulia (di sisi Allah) dan
mencatat (amal perbuatanmu). Mereka mengetahui apa yang
kamu kerjakan

Ibnu Katsir dalam Tafsimya meriwayatkan dari Hasan al-
Bashri, bahwa ia membaca ayat, “(Ingatlah) ketika dua malaikat
mencatat (perbuatannya). Yang satu duduk di sebelah kanan dan
yang lain di sebelah kiri.” (QS Qaf: 17)

Umar Sulaiman al-Asyqgar dalam bukunya melampirkan
pendapat dari pen-syarah kitab Ath-Thahawiyyah yang men-
erangkan bahwa malaikat pencatat amal itu turut menuliskan
amalan yang dikerjakan seseorang dalam hatinya.

Pandangan ini didasarkan pada Surat Al-Infithar ayat 12:
“Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Dijelaskan, ayat
tersebut mencakup amal lahir dan batin.

Selain itu, disandarkan pula kepada hadits qudsi di mana
Rasulullah SAW bersabda: “Allah SWT berfirman, “Jika hamba-
Ku bermaksud melakukan kebaikan lalu tidak melakukannya,
catatlah satu kebaikan untuknya. Jika ia melakukan kebaikan itu,
catatlah 10 kebaikan.” (Muttafaq Alaih)

Catatan para malaikat terhadap amal baik dan buruk manusia
itu tentu sangat luar biasa canggihnya dibanding dengan CCTV.
Kita teringat dengan apa yang pernah kita tulis di FB yang be-
berapa tahun kemudian muncul lagi seketika yang kadangkala
kita juga sudah tidak teringat lagi, tetapi sangat berat bagi kita
untuk membantahnya. Sebagai rekam jejak digital.

Pada hari kiamat, Allah SWT akan membuat anggota-ang-
gota tubuh manusia yang tidak berakal seperti, lidah, tangan, dan
kaki. untuk berbicara. Mereka akan memberikan kesaksian atas
amal perbuatan dari pemiliknya. Sebagaimana tertuang dalam
surat An Nur 24. Artinya: Pada hari, (ketika) lidah, tangan dan
kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu
mereka kerjakan.”

Anggota tubuh yang disebut pertama kali memberikan kes-
aksiannya adalah paha dan telapak tangan. Diriwayatkan dalam
hadits lainnya dari Hakim bin Mu’awiyyah dari ayahnya yang
mengutip sabda Rasulullah SAW berbunyi, ‘“Pada hari kiamat,
kalian akan datang. Mulut-mulut kalian akan tertutup oleh
penapis (saringan). Bagian tubuh dari manusia yang pertama
kali bicara adalah paha dan telapak tangannya.” (HR Ahmad,
Thabrani, dan Hakim)

Tulisan ini sesungguhnya ingin mengajak kita semua untuk
menyadari bahwa segala perbuatan baik dan buruk kita tidak
terlepas dari catatan kedua malaikat yang tidak pernah hilang
dan suatu ketika nanti akan diputar kembali untuk kita saksikan.
Karena itu hindari segala bentuk kezaliman, fitnah,dan perbuatan
buruk laik. Jujurlah pada diri sendiri. (*)



